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KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh
negara-negara berkembang di dunia. Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah,
persoalan yang sama juga menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dan
masyarakat. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan
kemiskinan antara lain tersedianya data kemiskinan yang akurat dan up to date.
Badan Pusat Statistik setiap tahun berupaya menyajikan data dan informasi terkait
kemiskinan, salah satunya melalui publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan

Provinsi Jawa Tengah”.

Publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah” berisi
data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator dan variabel lain yang
terkait dengan masalah kemiskinan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Indikator kemiskinan tingkat provinsi merupakan penghitungan dari hasil Survei
Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan September. Sedangkan untuk tingkat
kabupaten/kota merupakan penghitungan dari hasil Susenas Maret.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai bagi
semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Semoga publikasi ini bermanfaat.

Semarang, Maret 2024
Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Jawa Tengah
.
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Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
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POTRET

KEMISKINAN

DI JAWA TENGAH

BREBES KEBUMEN

Kabupaten dengan jumlah penduduk Kabupaten dengan per:
miskin terbanyak, sejumlah penduduk miskin terbes

286,14 ribu jiwa 16,34 persen

Maret 2023, jumlah penduduk miskin
di Jawa Tengah mencapai

10,77 PerSEﬂ (3,79 juta jiwa)

Sumber : BPS, Susenas Maret 2023

Persentase Penduduk Miskin 15+ :

Tamat SD/SLTP 55,09%
Tidak/Belum 24’04%

Tamat SD

oLIA 20,87%

Pendidikan Tertinggi

Tidak Bekerja 39,33%

Bekerja Non-Pertanian  CRCIVA
Bekerja Pertanian Bolsge{el/A

Lapangan Pekerjaan
Utama

A Persentase rumah tang'éé miskig' , .
w * pengguna jamban sendiri/bersa J‘,,
TOILET 91,84 persen - {







BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang
menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting
untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan antara lain tersedianya
data kemiskinan yang akurat dan up to date/terkini. Pengukuran kemiskinan yang
dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam
memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang
baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap
kemiskinan, membandingkan kemiskinan antarwaktu dan antardaerah, serta
menentukan target penurunan jumlah penduduk miskin dengan tujuan untuk

memperbaiki kondisi kesejahteraan mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah
dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan
jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan
menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan jumlah
dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai
jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional
yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990,
informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat
provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan
tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.
Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase
penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk masing-masing provinsi. Sejak
tahun 2002, BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat
kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas Kor (kecuali tahun 2008), pada
tahun 2011-2014 menggunakan data gabungan Susenas Modul Konsumsi
Pengeluaran Triwulan [, I, IIl dan IV, dan pada tahun 2015-2023 menggunakan
data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret.

Pendahuluan




1.2 Tujuan Penulisan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kemiskinan

di Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

a. Menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin tingkat provinsi menurut
daerah tempat tinggal (perkotaan - perdesaan) tahun 2019-2023.

b. Menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota
tahun 2019-2023.

c. Menyajikan karakteristik rumah tangga miskin menurut kabupaten/kota tahun
2019-2023.

1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan provinsi menurut daerah
tempat tinggal perkotaan dan perdesaan serta tingkat kemiskinan kabupaten/kota.
Tingkat kemiskinan provinsi merupakan kondisi Maret dan September sedangkan
tingkat kemiskinan kabupaten/kota merupakan kondisi Maret. Karakteristik
rumah tangga miskin juga disajikan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas Konsumsi
Pengeluaran maupun Susenas Kor untuk keterangan karakteristik rumah tangga

maupun penduduk miskin.
1.4 Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup
dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin,
kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, profil rumah tangga miskin
menurut kabupaten/kota serta program bantuan sosial yang telah dilaksanakan

oleh pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.

Bab III merupakan penutup yang menggarisbawahi hal-hal penting yang
diharapkan mampu memberikan gambaran umum tingkat kemiskinan dan

indikator kemiskinan lainnya menurut kabupaten/kota.
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1.5 Penjelasan Teknis

1.5.1 Metodologi Pengitungan Kemiskinan

Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran
per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari
dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan

Non Makanan (GKNM), yang diperoleh dari hasil Susenas.
Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat
provinsi adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret dan September.
Sedangkan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota menggunakan data Susenas

Konsumsi Pengeluaran Maret.
Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), terdiri
dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan

Non Makanan (GKNM), secara formula adalah sebagai berikut :
GK = GKM + GKNM

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah
perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.
Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-
padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-

buahan, minyak dan lemak, dll).
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Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum
untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan
dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis
komoditi di perdesaaan.

a. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference
population)  yaitu = 20 persen  penduduk yang berada di atas
Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai
penduduk kelas marjinal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang
di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian
dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan
(GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari
52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang
kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini
mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai
pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga
rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

52 52
GKM; = ;ij.ij = ;vik

Keterangan :

GKM; = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan
menjadi 2.100 kilokalori)

Pjk = Harga komoditi k di daerah j

Qjx = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j

Vik = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j

j = Daerah (perkotaan atau perdesaaan)

Selanjutnya GKM; tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan
mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari

penduduk referensi, sehingga :
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Keterangan :

N
£
I

Kalori dari komoditi k di daerah j

I
A
I

Harga rata-rata kalori di daerah j
F, = HK; x 2100

Keterangan :

F; = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang
menghasilkan enerji setara dengan 2.100 kilokalori per kapita

per hari

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai
kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi
perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa
non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun
disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum
tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan.
Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan
25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di perdesaan.

Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan
dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok
tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam
data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei
Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk
mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non
makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai
kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai
berikut :

Pendahuluan




NF, =3 rx V,

i=1

Keterangan :

NF, = Pengeluaran minimum non makanan atau garis kemiskinan non
makanan daerah p (GKNM,)

Vi = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan i

di daerah p (dari Susenas Modul Konsumsi)

ri = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan i
menurut daerah (hasil SPKKD 2004)

i = Jenis komoditi non makanan terpilih di daerah p

p = Daerah (perkotaan atau perdesaaan)

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan
dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai
penduduk miskin.

b. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam menghitung GK pada level kabupaten/kota tidak dapat dilakukan
seperti pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh:

- Keterbatasan jumlah sampel untuk populasi refensi di level kabupaten/kota.

- Estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan

perkotaan dan perdesaan.

Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai
berikut:

1. Menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/Kota

dengan cara:

GKSf; = GK{'x (1 + (Ej x I;)))

GKSl-tj = Garis kemiskinan sementara kabupaten/kota ke-i di
provinsi ke-j di tahun ¢
GKl-tj‘1 = Garis kemiskinan kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j di

tahun ¢-1
E; = Elastisitas provinsi ke-j (rasio antara pertumbuhan garis
kemiskinan provinsi ke-j terhadap inflasi provinsi ke-j)
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I;j = Inflasi kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j

Catatan:

- Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke-i digunakan elastisitas
provinsi ke-j di level perdesaan

- Untuk mencari GKS pada tingkat kota ke-i digunakan elastisitas provinsi ke-
j di level perkotaan

- Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari
kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan sister city).

2. Menentukan PO sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j yaitu dengan
cara mengalikan pertumbuhan PO provinsi ke-j periode t ke t-1 dengan PO

kabupaten ke-i pada tahun ¢-1.

3. Menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menarik titik potong antara GKS
dan PO sementara.

4. Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi FGT.

Indikator Kemiskinan

Head Count Index (HCI - Py) yaitu persentase penduduk yang berada di
bawah Garis Kemiskinan (GK).
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P ) merupakan

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata

pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index P,)

memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk
miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di

antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke/FGT (1984) telah merumuskan suatu ukuran

yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu :

P :Ei L-Y;

Pendahuluan




Keterangan:

a = 01,2
Z = garis kemiskinan
y; = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di

bawah garis kemiskinan (i=1, 2,3, ..,q),y; £z
q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
n = jumlah penduduk
Jika a =0 maka diperoleh Head Count Index (P ,); jika a =1 diperoleh Indeks
Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index P,;) dan o« =2 adalah Indeks

Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index P, ).

1.5.2 Beberapa Konsep dan Definisi

Pendidikan

a.

b.

C.

Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh
penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan
pendidikan yang ditamatkan menjadi 3 (tiga), yaitu SD ke bawah (tidak
mempunyai ijazah), mempunyau ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah

perguruan tinggi.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk miskin yang dapat
membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf
latin, huruf Arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini hanya menyajikan angka
melek huruf penduduk miskin menurut kelompok umur 15 - 24 tahun dan
15 - 55 tahun.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk miskin
menurut berbagai kelompok umur tertentu (misalnya: 7-12 tahun, 13-15 tahun,
16-18 tahun, dan 19-24 tahun) yang masih bersekolah. Publikasi ini hanya
menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur
7 -12tahun dan 13 -15tahun yang dapat digunakan untuk memantau
pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di antara penduduk miskin

berumur sekolah.
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Ketenagakerjaan

a.

Bekerja adalah kegiatan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan
maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau
keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut
dalam seminggu terakhir.

Bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang mempunyai
status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri,
berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau
pekerja keluarga/tidak dibayar.

Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai
status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh
tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor
pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan,
peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

Bekerja bukan di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja
selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri
pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan
rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.

Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari
pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang

tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

Pengeluaran per Kapita

d.

Pengeluaran per kapita adalah adalah pengeluaran rumah tangga dibagi

dengan banyaknya anggota rumah tangga

Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran
per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita

(makanan + non makanan).

Fasilitas Perumahan

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang

menggunakan fasilitas tempat pembungan air besar yang digunakan oleh rumah

tangga itu sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

Pendahuluan




Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting
yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa
yang dibayar oleh konsumen atau masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan.
[HK mengukur perubahan pengeluaran/biaya barang dan jasa (paket komoditas)
yang biasa dibeli oleh mayoritas rumah tangga dari waktu ke waktu. Dengan
kualitas dan kuantitas paket komoditas yang dianggap konstan pada tahun dasar,
indeks tersebut semata-mata mencerminkan perubahan harga dan didesain sebagai
suatu ukuran dari dampak perubahan harga pada pembelian barang dan jasa.
Inflasi dihitung dengan menggunakan metode “point to point” yaitu dengan

membandingkan IHK dari periode sebelumnya.
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BAB II
KONDISI KEMISKINAN DI JAWA TENGAH

2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan
"Garis Kemiskinan Terus Mengalami Peningkatan”

Tingkat kemiskinan selama lima tahun terakhir dapat dilihat melalui
analisis tren tingkat kemiskinan (kondisi 2019-2023, pada Gambar 2). Salah satu
indikator yang digunakan dalam analisis kemiskinan adalah garis kemiskinan. Pada
periode Maret 2022-Maret 2023, garis kemiskinan meningkat dari Rp 438.833,-
menjadi Rp 477.580,- per kapita per bulan atau naik sebesar 8,83 persen
(Lampiran 3). Kenaikan serupa terjadi di daerah perkotaan maupun perdesaan
yaitu masing-masing meningkat sebesar 9,73 persen dan 7,87 persen.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 1 Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal,
Maret 2019-Maret 2023

"Kota Semarang Mempunyai Garis Kemiskinan Tertinggi”

Menurut kabupaten/kota, Kota Semarang merupakan wilayah yang
mempunyai garis kemiskinan tertinggi yaitu Rp 642.456,-. Sementara itu,
Kabupaten Batang mempunyai garis kemiskinan terendah, yaitu Rp 378.858,-
(kondisi Maret 2023, Lampiran 9).
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"Selama periode 2019-2023 Tren Tingkat Kemiskinan
di Jawa Tengah Cenderung Mengalami Penurunan”

Perkembangan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada periode tahun
2019-2023 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Lampiran 1. Secara umum, pada
periode 2019-2023 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah cenderung mengalami
penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya kecuali pada Maret 2020,

September 2020 dan pada September 2022 yang mengalami kenaikan kembali.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 2 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin,
Maret 2019-Maret 2023

"Jumlah Penduduk Miskin 2023 Turun Dibanding 2022”

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2023 sebanyak
3.791,50 ribu orang (10,77 persen), turun dibanding Maret 2022 yang tercatat
sebesar 3.831,44 ribu orang (10,93 persen). Penurunan ini disebabkan oleh
menurunnya jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar
43,36 ribu orang sedangkan di daerah perkotaan jumlah penduduk miskin
bertambah 3,41 ribu orang. Meskipun secara nominal penduduk miskin di daerah
perkotaan bertambah namun secara persentase mengalami penuruan, yaitu dari
9,92 persen pada Maret 2022 menjadi 9,78 persen pada Maret 2023 (Lampiran 1).
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"Disparitas Tingkat Kemiskinan antar Kabupaten/Kota Cukup Tinggi”

Dengan menggunakan standar garis kemiskinan tiap kabupaten/kota, maka
dapat diketahui jumlah dan persentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota.
Lampiran 9 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk miskin menurut
kabupaten/kota pada kondisi Maret 2023. Lampiran tersebut menunjukkan
perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota. Tingkat kemiskinan terendah
tercatat pada Kota Semarang, yaitu hanya sebesar 4,23 persen, sementara yang
tertinggi ditempati oleh Kabupaten Kebumen yang mencapai angka sebesar
16,34 persen.

"Di Perdesaan, Penurunan Tingkat Kemiskinan Lebih Cepat
Dibandingkan di Perkotaan”

Selama periode 2019-2022, secara umum tingkat kemiskinan di perkotaan
maupun di perdesaan cenderung mengalami penurunan. Selama periode tersebut,
penurunan persentase penduduk miskin di perdesaan relatif lebih cepat dibanding
di perkotaan. Di perdesaan, persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar
12,48 persen dan pada Maret 2023 turun menjadi 11,87 persen. Sementara itu,
persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 9,20 persen pada Maret 2019
dan pada Maret 2023 naik menjadi 9,78 persen (Gambar 3).
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 3 Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal,
Maret 2019-Maret 2023
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“Sebagian Besar Penduduk Miskin Tersebar di Perdesaan”

Pada periode 2019-2023, sebagian besar penduduk miskin di Jawa Tengah
tersebar di wilayah perdesaan, yaitu sebanyak 2.109,26ribu orang atau
56,35 persen pada Maret 2019 dan 1.969,84 ribu orang atau 51,95 persen pada
Maret 2023 (Gambar 4 dan Lampiran 2).
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 4 Distribusi Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal,
Maret 2019-Maret 2023

2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

“Indeks Kedalaman Kemiskinan di Perdesaan Lebih Tinggi
Dibandingkan di Perkotaan”

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis
kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran
penduduk dari garis kemiskinan.

Jika dirinci menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah
perdesaan dari periode Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 lebih tinggi
dibanding di perkotaan. Artinya, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk

miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan relatif lebih lebar daripada di
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perkotaan. Dari Gambar 5 juga terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan di

perkotaan, maupun di perdesaan mengalami penurunan selama periode
Maret 2022-Maret 2023.

"Indeks Kedalaman Kemiskinan Berfluktuasi antar Periode”

Bila dilihat perkembangan selama periode 2019-2023, Indeks Kedalaman
Kemiskinan terlihat berfluktuasi. Secara umum, Indeks Kedalaman Kemiskinan
mencatat tren naik, dari 1,53 (Maret 2019) menjadi 1,75 (Maret 2023). Ditinjau
menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan di perkotaan menunjukkan

kecenderungan meningkat sedangkan di perdesaan menunjukkan kecenderungan
menurun.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 5 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan,
Maret 2019-Maret 2023

“Indeks Kedalaman Kemiskinan Terendah di Kota Semarang”

Kota Semarang merupakan wilayah dengan nilai Indeks Kedalaman
Kemiskinan terendah, yaitu 0,54. Sementara itu, Kabupaten Brebes mempunyai
nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi, yaitu 2,98 (kondisi Maret 2023,
Lampiran 9).
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2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

"Pada Periode Maret 2022-Maret 2023,
Indeks Keparahan Kemiskinan Turun Sebesar 0,01 poin”

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai
penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks,

semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selain Indeks Kedalaman Kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat
adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selain menurunkan jumlah penduduk
miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Pada periode
Maret 2022-Maret 2023, Indeks Keparahan Kemiskinan di perkotaan naik, yaitu
dari 0,37 menjadi 0,41 sedangkan di perdesaan turun dari 0,47 menjadi 0,42.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 6 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan,
Maret 2019-Maret 2023

“Indeks Keparahan Kemiskinan Berfluktuasi antar Periode”

Bila dikaji perkembangan selama periode lebih panjang, yaitu periode
2019-2023, Indeks Keparahan Kemiskinan terlihat berfluktuasi. Secara umum,
Indeks Keparahan Kemiskinan cenderung meningkat dari 0,30 (Maret 2019)

menjadi 0,41 (Maret2023). Ditinjau menurut daerah, Indeks Keparahan
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Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan mempunyai pola yang hampir
sama.

"Indeks Keparahan Kemiskinan Terendah di Kota Semarang”

Berdasarkan Indeks Keparahan Kemiskinan kabupaten/kota, Kota
Semarang merupakan wilayah dengan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan yang
terendah yaitu 0,10. Sementara itu, Kabupaten Brebes mempunyai nilai Indeks

Keparahan Kemiskinan yang tertinggi yaitu 0,87 (kondisi Maret 2023, Lampiran 9).

2.4 Karakteristik Penduduk Miskin
2.4.1 Karakteristik Pendidikan

” Sebagian Besar Penduduk Miskin Berpendidikan Tamat SD/SLTP”

Pendidikan sangat berperan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan.
Penduduk yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang lebih
rendah untuk menjadi miskin. Pada 2019-2023, sebagian besar penduduk miskin
usia 15 tahun ke atas berpendidikan tamat SD/SLTP, yaitu sebesar 56,48 persen
pada Maret 2019 dan 55,09 persen pada Maret 2023. Namun mereka yang
berpendidikan tertinggi tamat SLTA ke atas mengalami peningkatan dari
13,21 persen pada Maret 2019 menjadi 20,87 persen pada Maret 2023 (Gambar 7).
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 7 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2019-Maret 2023
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”49,71 persen Penduduk Miskin di Kota Tegal Tamatan SLTA ke Atas”

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang mempunyai
pendidikan tertinggi tamat SLTA ke atas tercatat tertinggi di Kota Tegal yaitu
sebesar 49,71 persen. Sementara itu, di Kabupaten Wonosobo hanya sebesar

8,73 persen. Informasi lebih rinci pada Lampiran 14.

"Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin
Cenderung Mengalami Kenaikan”

Pada 2019-2023, AMH penduduk miskin tercatat fluktuatif, baik untuk
kelompok umur 15-24 tahun maupun untuk kelompok umur 15-55 tahun. AMH
penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun mengalami kenaikan dari
99,83 pada Maret 2019 menjadi 99,88 pada Maret 2023. Sedangkan untuk
kelompok umur 15-55tahun, juga mengalami kenaikan dari 97,29 pada
Maret 2019 menjadi 97,90 pada Maret 2023 (Gambar 8).

99,83 99,87 99,85 99,78 99,88
97,29 97,8 97,63 97,44 97,90

|
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AMH 15-24 Tahun AMH 15-55 Tahun

Maret 2019 Maret 2020 Maret 2021 H Maret 2022 H Maret 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 8 Angka Melek Huruf Penduduk Miskin, Maret 2019-Maret 2023

"Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota
lebih dari 90 persen”

Pada Maret 2023, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah telah
mencapai angka 100 persen untuk AMH penduduk miskin kelompok umur 15-24
tahun. Namun, tiga kabupaten/kota masih belum mencapai 100, yaitu Kota Tegal
(91,62 persen), Kabupaten Karanganyar (98,20 persen) dan Kabupaten Pekalongan
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(99,14 persen). Sedangkan untuk AMH penduduk miskin kelompok umur 15-55
tahun sudah lebih dari 90 persen untuk semua kabupaten/kota. AMH penduduk
miskin kelompok umur 15-55 tahun paling rendah di Kabupaten Batang, yaitu
hanya sebesar 92,29 persen (Lampiran 19).

"Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Cenderung Fluktuatif”

APS penduduk miskin untuk kelompok umur 7-12 tahun pada tahun 2019-
2022 cenderung stabil di angka 99 persen, namun mengalami sedikit penurunan
pada tahun 2023. Sedangkan untuk kelompok umur 13-15 tahun berada pada
92-94 persen. APS penduduk miskin untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar
99,76 pada Maret 2019 menjadi 98,98 pada Maret 2023. Sedangkan untuk
kelompok umur 13-15 tahun, cenderung mengalami penurunan dari 93,19 pada
Maret 2019 menjadi 93,11 pada Maret 2023 (Gambar 9).
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 9 Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin, Maret 2019-Maret 2023

"Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin
Kelompok Umur 7-12 Tahun di Kabupaten/Kota lebih dari 90 persen”

Pada Maret 2023, sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah telah
mencapai angka 100 persen untuk APS penduduk miskin kelompok umur
7-12 tahun. Sedangkan untuk APS penduduk miskin kelompok umur 13-15 tahun,
sebagian besar kabupaten/kota sudah lebih dari 90 persen. APS kelompok umur
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13-15 tahun paling rendah dicatat Kabupaten Wonosobo, yaitu hanya sebesar
73,74 persen (Lampiran 19).

2.4.2 Karakteristik Ketenagakerjaan

“Lebih dari 30 persen Penduduk Miskin Tidak Bekerja”

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator
tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial
ekonomi suatu rumah tangga. Selama lima tahun terakhir, persentase penduduk
miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja (termasuk pengangguran dan bukan
angkatan Kkerja) lebih dari 30 persen. Pada tahun 2023 tercatat sebesar
39,33 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja. Angka
tersebut menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar
41,42 persen.

40,91 40,83 40,88 41,42

39,33

Maret Maret Maret Maret Maret
2019 2020 2021 2022 2023

= Tidak Bekerja (termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja)
= Bekerja di Sektor Pertanian
= Bekerja Bukan di Sektor Pertanian

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 10 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama, Maret 2019-Maret 2023

"Pada Umumnya Penduduk Miskin
Menggantungkan Hidupnya dari Sektor Pertanian”

Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya
perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha
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atau sektor sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan. Profil
penduduk miskin seringkali melekat dengan mereka yang bekerja di sektor
pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan, serta pencari
kayu dan madu di hutan. Secara umum, rumah tangga miskin menggantungkan
hidupnya dari sektor pertanian (26,36 persen pada Maret 2023). Informasi
mengenai penduduk yang bekerja disajikan pada Lampiran 20-29.

"Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas yang Tidak Bekerja
di Kota Magelang Tertinggi di Jawa Tengah”

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja yang
tertinggi tercatat di Kota Magelang, yaitu sebesar 58,27 persen. Persentase
penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian yang
tertinggi terdapat di Kabupaten Blora yaitu sebesar 49,27 persen sedangkan yang
bekerja bukan di sektor pertanian yang tertinggi di Kota Salatiga yaitu sebesar

64,63 persen (Lampiran 24).

"Sebagian Besar Penduduk Miskin Berstatus sebagai Pekerja Informal”

Ditinjau dari status pekerjaan utama, pada sebagian besar penduduk miskin
berstatus sebagai pekerja informal. Pekerja informal merupakan penduduk yang
status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri, berusaha
dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja
keluarga/tidak dibayar. Sedangkan pekerja formal merupakan penduduk yang
status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh
tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Selama periode 2019-2023, persentase penduduk miskin yang bekerja di
sektor informal cenderung mengalami kenaikan. Pada Maret 2019-Maret 2023,
persentase yang bekerja di sektor informal meningkat, yaitu sebesar 39,32 persen
pada tahun 2019 menjadi 41,67 persen pada Maret 2023.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 11 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan
Formal/Informal, Maret 2019-Maret 2023

"Di Kabupaten Wonaogiri, 63,43 persen Penduduk Miskin
Berusia 15 Tahun ke Atas Bekerja di Sektor Informal”

Persentase penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di
sektor informal tertinggi di Kabupaten Wonogiri (63,43 persen), diikuti Kabupaten
Blora (60,50 persen) dan Kabupaten Wonosobo (53,12 persen). Selengkapnya
terdapat pada Lampiran 29.

2.4.3 Pengeluaran per Kapita per Bulan

"Sebagian Besar Pengeluaran per Kapita per Bulan
pada Rumah Tangga Miskin Untuk Komoditi Makanan”

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin
atau tidak miskin suatu rumah tangga. Status ini ditentukan dari rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Pengeluaran penduduk
dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi
makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan
(perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sebagian besar pengeluaran per
kapita per bulan rumah tangga miskin adalah untuk membiayai komoditi makanan.
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Dapat dilihat pada Gambar 12, bahwa pengeluaran per kapita per bulan untuk
komoditi makanan mencapai 60,42persen pada Maret 2023.

63,36
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 12 Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Rumah Tangga Miskin
untuk Komoditi Makanan, Maret 2019-Maret 2023

"Sejak 2019, Pengeluaran Untuk Komoditi Makanan Menurun”

Pada periode 2019-2023, persentase pengeluaran per kapita per bulan
rumah tangga miskin turun untuk komoditi makanan, yaitu dari 63,36 persen
menjadi 60,42 persen. Pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan pada
tahun 2023 paling kecil di Kota Salatiga sebesar 52,18 persen, sedangkan yang
terbesar di Kabupaten Kebumen (68,46 persen). Selengkapnya pada Lampiran 30.

2.4.4 Karakteristik Perumahan

"Sebanyak 91,84 persen Rumah Tangga Miskin
Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama”

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas
jamban dibedakan atas jamban sendiri, jamban bersama, jamban komunal, jamban
umum dan tidak ada jamban. Pada periode 2019-2023, persentase rumah tangga
miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama semakin meningkat. Pada
Maret 2023 tercatat bahwa persentase rumah tangga miskin yang menggunakan
jamban sendiri/bersama sebesar 91,84 persen meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya yang sebesar 90,38 persen.
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Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Gambar 12 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Jamban
Sendiri/Bersama, Maret 2019-Maret 2023

”100 persen Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten
Sragen, Kota Salatiga dan Kota Pekalongan Menggunakan Jamban
Sendiri/Bersama”

Pada Maret 2023, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan
jamban sendiri/bersama tertinggi di Jawa Tengah adalah di Kabupaten Kudus, Kota
Salatiga dan Kota Semarang yang mencapai 100 persen. Sedangkan persentase
rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama yang terendah
terdapat di Kabupaten Cilacap yang hanya sebesar 83,18 persen (Lampiran 35).
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BAB III
PENUTUP

Pada periode Maret 2022-Maret 2023, garis kemiskinan meningkat dari Rp
438.833,- menjadi Rp 477.580,-per kapita per bulan atau naik sebesar 8,83 persen.
Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2023 sebesar 3.791,50 ribu
orang (10,77 persen), turun dibanding Maret 2022 yang sebesar 3.831,44 ribu
orang (10,93 persen). Selama periode Maret 2022-Maret 2023, penduduk miskin di
daerah perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 3,41 ribu orang sedangkan di

daerah perdesaan menurun sebanyak 43,36 ribu orang.

Bila dilihat perkembangan selama periode 2019-2023, Indeks Kedalaman
Kemiskinan terlihat berfluktuasi. Secara umum, tren Indeks Kedalaman Kemiskinan
naik dari 1,53 (Maret 2019) menjadi 1,75 (September 2023). Pola tren baik di

perkotaan maupun di perdesaan meningkat.

Indeks Keparahan Kemiskinan terlihat berfluktuasi dan cenderung
meningkat. Secara umum, Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,30 (Maret
2019) menjadi 0,41 (Maret 2023). Indeks Keparahan Kemiskinan di perkotaan
maupun di perdesaan juga berfluktuasi, serupa dengan Indeks Kedalaman
Kemiskinan pola tren baik di perkotaan maupun di perdesaan meningkat.

Profil rumah tangga miskin tahun 2023 yang memiliki keterkaitan erat

dengan konsep kemiskinan secara konseptual, antara lain:

a. Penduduk miskin usia 15 tahun ke atas sebagian besar adalah tamatan
SD/SLTP, yaitu sebesar 55,09 persen.

b. AMH penduduk miskin kelompok umur 15-24 tahun lebih besar dari AMH
kelompok umur 15-55 tahun, yaitu masing-masing sebesar 99,88 persen dan
97,90 persen.

c. APS penduduk miskin kelompok umur 7-12 tahun lebih besar dari APS
kelompok umur 13-15 tahun, yaitu masing-masing sebesar 98,98 persen dan
93,11 persen.

d. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja
(termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja) sebesar 39,33 persen.
Sedangkan penduduk yang bekerja, sebagian besar bekerja di sektor pertanian
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yaitu sebesar 26,36 persen. Dilihat dari statusnya, sebagian besar bekerja di
sektor informal sebesar 41,67 persen.

e. Persentase pengeluaran penduduk miskin sebagian besar masih digunakan
untuk konsumsi makanan, yaitu sebesar 60,42 persen.

f.  Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri/bersama

sebesar 91,84 persen.

Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil
kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengetahui profil
kemiskinan, pengambil kebijakan dapat lebih memfokuskan program
penanggulangan kemiskinan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan
penduduk miskin tersebut.
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Lampiran 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal,
Maret 2019-Maret 2023

Perkotaan +

Perkotaan Perdesaan
- Perdesaan
Jumlah Jumlah Jumlah
(] (]
(000 jiwa) (000 jiwa) (000 jiwa)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Maret 2019 1.633,96 9,20 2.109,26 12,48 3.743,23 10,80
September 2019 1.602,26 8,99 2.077,15 12,26 3.679,40 10,58
Maret 2020 1.805,65 10,09 2.175,25 12,80 3.980,90 11,41
September 2020 1.890,49 10,57 2.229,44 13,20 4.119,93 11,84
Maret 2021 1.908,33 10,58 2.201,43 13,07 4.109,75 11,79
September 2021 1.847,09 10,16 2.086,92 12,44 3.934,01 11,25
Maret 2022 1.818,25 9,92 2.013,20 12,04 3.831,44 10,93
September 2022 1.852,17 10,02 2.006,06 12,05 3.858,23 10,98
Maret 2023 1.821,66 9,78 1.969,84 11,87 3.791,50 10,77
Lampiran 2

Jumlah dan Distribusi Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal,
Maret 2019—-Maret 2023

Perkotaan +

Perkotaan Perdesaan
. WA—S————— Perdesaan
Jumlah Jumlah Jumlah
(000 jiwa) (000 jiwa) (000 jiwa)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Maret 2019 1.633,96 43,65 2.109,26 56,35 3.743,23 100,00
September 2019 1.602,26 43,55 2.077,15 56,45 3.679,40 100,00
Maret 2020 1.805,65 45,36 2.175,25 54,64 3.980,90 100,00
September 2020 1.890,49 45,89 2.229,44 54,11 4.119,93 100,00
Maret 2021 1.908,33 46,43 2.201,43 53,57 4.109,75 100,00
September 2021 1.847,09 46,95 2.086,92 53,05 3.934,01 100,00
Maret 2022 1.818,25 47,46 2.013,20 52,54 3.831,44 100,00
September 2022 1.852,17 48,01 2.006,06 51,99 3.858,23 100,00
Maret 2023 1.821,66 48,05 1.969,84 51,95 3.791,50 100,00
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Lampiran 3
Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tempat Tinggal (Rupiah/Kapita/Bulan),
Maret 2018-September 2022

Perkotaan +

Perdesaan
(1) (2) (3) (4)

Tahun Perkotaan Perdesaan

September 2019 387.646 376.099 381.992

September 2020 404.451 392.216 398.477

September 2021 427.099 419.064 423.264

September 2022 469.623 459.714 464.879

Lampiran 4
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Menurut Daerah Tempat Tinggal, Maret 2018-September 2022

Perkotaan +
Perdesaan

Perkotaan Perdesaan

P1 P2 P1 P2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

September 2019 1,28 0,25 1,59 0,30 1,43 0,28

September 2020 1,61 0,39 2,07 0,48 1,84 0,43

September 2021 1,75 0,42 2,15 0,50 1,94 0,46

September 2022 1,64 0,41 1,88 0,44 1,75 0,42
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Lampiran 5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2019

Jumlah Persentase Indeks Indeks Garis
Penduduk Penduduk Kedalaman Keparahan Kemiskinan

No Kabupaten/Kota
- / Miskin Miskin Kemiskinan Kemiskinan (Rp/Kapita/

(000 jiwa) (P1) (P2) Bulan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Kab. Banyumas 211,65 0,67 385.140

4 Kab. Banjarnegara 136,10 14,76 2,38 0,55 301.792

6 Kab. Purworejo 82,17 11,45 0,84 0,10 345.458

8 Kab. Magelang 137,45 10,67 0,98 0,17 325.921

10 Kab. Klaten 144,14 12,28 1,46 0,27 405.537

12 Kab. Wonogiri 98,28 10,25 0,82 0,11 327.364

14 Kab. Sragen 113,83 12,79 2,31 0,59 335.334

16 Kab. Blora 97,86 11,32 1,59 0,34 335.837

18 Kab. Pati 118,98 9,46 1,47 0,31 423.922

20 Kab. Jepara 83,47 6,66 0,64 0,10 386.693

22 Kab.Semarang 73,90 7,04 0,63 0,08 377.674

24 Kab. Kendal 91,20 9,41 1,47 0,32 369.769

26 Kab. Pekalongan 87,01 9,71 1,17 0,20 382.832

28 Kab. Tegal 109,94 7,64 0,64 0,09 365.334

30 Kota Magelang 9,10 7,46 0,99 0,19 481.282

32 Kota Salatiga 9,21 4,76 0,83 0,20 418.955

34 Kota Pekalongan 20,21 6,60 0,92 0,18 425.026

Provinsi Jawa Tengah 3.743,23 369.385
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Lampiran 6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2020

Jumlah Persentase Indeks Indeks Garis
Penduduk Penduduk Kedalaman Keparahan Kemiskinan

No Kabupaten/Kota
- / Miskin Miskin Kemiskinan Kemiskinan (Rp/Kapita/

(000 jiwa) (P1) (P2) Bulan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Kab. Banyumas 0,50 406.250

4 Kab. Banjarnegara 144,95 15,64 2,47 0,51 318.334

6 Kab. Purworejo 84,79 11,78 0,98 0,12 364.289

8 Kab. Magelang 146,34 11,27 1,23 0,20 342.430

10 Kab. Klaten 151,83 12,89 1,66 0,31 419.510

12 Kab. Wonogiri 104,37 10,86 1,08 0,18 341.643

14 Kab. Sragen 119,38 13,38 2,18 0,53 348.890

16 Kab. Blora 103,73 11,96 1,39 0,21 353.259

18 Kab. Pati 127,37 10,08 1,37 0,26 445.913

20 Kab. Jepara 91,14 7,17 0,60 0,07 407.056

22 Kab.Semarang 79,88 7,51 0,96 0,16 404.455

24 Kab. Kendal 97,49 9,99 1,37 0,25 396.691

26 Kab. Pekalongan 91,86 10,19 1,42 0,29 403.662

28 Kab. Tegal 117,50 8,14 1,08 0,19 390.520

30 Kota Magelang 9,27 7,58 1,12 0,24 522.099

32 Kota Salatiga 9,69 4,94 0,53 0,08 454.154

34 Kota Pekalongan 22,16 7,17 1,28 0,30 460.789

Provinsi Jawa Tengah 3.980,90 395.407
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Lampiran 7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2021

Jumlah Persentase Indeks Indeks Garis
Penduduk Penduduk Kedalaman Keparahan Kemiskinan

No Kabupaten/Kota
- / Miskin Miskin Kemiskinan Kemiskinan (Rp/Kapita/

(000 jiwa) (P1) (P2) Bulan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Kab. Banyumas 232,91 0,57 417.086

4 Kab. Banjarnegara 150,19 16,23 2,97 0,79 328.679

6 Kab. Purworejo 88,80 12,40 1,36 0,28 376.127

8 Kab. Magelang 154,91 11,91 1,63 0,35 353.608

10 Kab. Klaten 158,23 13,49 1,79 0,38 436.896

12 Kab. Wonogiri 110,46 11,55 1,58 0,34 356.728

14 Kab. Sragen 122,91 13,83 2,39 0,60 363.349

16 Kab. Blora 107,05 12,39 1,82 0,40 363.649

18 Kab. Pati 128,74 10,21 1,69 0,42 458.616

20 Kab. Jepara 95,22 7,44 0,88 0,17 419.028

22 Kab.Semarang 83,61 7,82 0,95 0,18 416.395

24 Kab. Kendal 100,00 10,24 1,52 0,33 407.387

26 Kab. Pekalongan 95,26 10,57 1,75 0,39 416.779

28 Kab. Tegal 123,52 8,60 1,00 0,19 404.655

30 Kota Magelang 9,44 7,75 0,85 0,15 537.783

32 Kota Salatiga 10,14 5,14 0,80 0,19 480.903

34 Kota Pekalongan 23,49 7,59 1,51 0,41 480.415

Provinsi Jawa Tengah 4.109,75 409.193

Lampiran 37



Lampiran 8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2022

Jumlah Persentase Indeks Indeks Garis
Penduduk Penduduk Kedalaman Keparahan Kemiskinan

No Kabupaten/Kota
- / Miskin Miskin Kemiskinan Kemiskinan (Rp/Kapita/

(000 jiwa) (P1) (P2) Bulan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Kab. Banyumas 0,35 441.520

4 Kab. Banjarnegara 141,25 15,20 2,34 0,48 351.333

6 Kab. Purworejo 82,64 11,53 1,31 0,24 393.731

8 Kab. Magelang 145,33 11,09 1,66 0,41 377.497

10 Kab. Klaten 144,87 12,33 1,86 0,44 458.872

12 Kab. Wonogiri 105,19 10,99 1,33 0,29 376.763

14 Kab. Sragen 115,14 12,94 2,07 0,47 389.265

16 Kab. Blora 99,83 11,53 1,80 0,42 390.478

18 Kab. Pati 118,04 9,33 1,20 0,25 486.855

20 Kab. Jepara 89,08 6,88 1,22 0,30 442.618

22 Kab.Semarang 78,60 7,27 1,03 0,22 459.151

24 Kab. Kendal 93,03 9,48 1,52 0,39 433.864

26 Kab. Pekalongan 87,53 9,67 1,67 0,43 441.765

28 Kab. Tegal 113,62 7,90 0,95 0,17 434.638

30 Kota Magelang 8,65 7,10 0,47 0,06 575.130

32 Kota Salatiga 9,45 4,73 0,66 0,15 518.815

34 Kota Pekalongan 21,81 7,00 0,90 0,17 513.243

Provinsi Jawa Tengah 3.831,44 438.833
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Lampiran 9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2023

Jumlah Persentase Indeks Indeks Garis
Penduduk Penduduk Kedalaman Keparahan Kemiskinan

No Kabupaten/Kota
- / Miskin Miskin Kemiskinan Kemiskinan (Rp/Kapita/

(000 jiwa) (P1) (P2) Bulan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Kab. Banyumas 216,50 0,41 479.027

4 Kab. Banjarnegara 138,99 14,90 2,34 0,56 380.046

6 Kab. Purworejo 81,28 11,33 1,78 0,43 427.622

8 Kab. Magelang 144,49 10,96 1,73 0,41 411.129

10 Kab. Klaten 144,43 12,28 1,70 0,38 488.102

12 Kab. Wonogiri 104,82 10,94 1,32 0,25 414.901

14 Kab. Sragen 114,62 12,87 2,15 0,54 426.482

16 Kab. Blora 99,61 11,49 1,35 0,25 425.135

18 Kab. Pati 118,18 9,31 1,64 0,42 532.545

20 Kab. Jepara 86,75 6,61 1,01 0,26 479.131

22 Kab.Semarang 78,35 7,17 0,82 0,16 498.952

24 Kab. Kendal 92,64 9,39 1,19 0,25 465.936

26 Kab. Pekalongan 87,93 9,67 1,30 0,31 480.934

28 Kab. Tegal 105,03 7,30 0,88 0,17 470.728

30 Kota Magelang 7,45 6,11 0,74 0,12 602.794

32 Kota Salatiga 9,41 4,66 0,75 0,17 565.031

34 Kota Pekalongan 21,36 6,81 0,82 0,21 565.998

Provinsi Jawa Tengah 3.791,50 477.580
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Lampiran 10
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2019

Pendidikan

EIITEERLCE Tidak/Belum Tamat SD /

Tamat SD SLTP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati 37,03 47,50 15,47 100,00

20 Kab. Jepara 35,85 55,91 8,25 100,00

22 Kab. Semarang

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 14,34 66,49 19,17 100,00

Provinsi Jawa Tengah

4
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Lampiran 11
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2020

Pendidikan

EIITEERLCE Tidak/Belum Tamat SD /

Tamat SD SLTP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 28,38 56,15 15,46 100,00

22 Kab. Semarang

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 19,06 52,92 28,02 100,00

Provinsi Jawa Tengah

[ury
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Lampiran 12
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2021

Pendidikan

EIITEERLCE Tidak/Belum Tamat SD /

Tamat SD SLTP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten 14,60 47,83 37,57 100,00

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 35,65 44,61 19,74 100,00

22 Kab. Semarang

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 13,85 50,72 35,43 100,00

Provinsi Jawa Tengah
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Lampiran 13
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2022

Pendidikan

EIITEERLCE Tidak/Belum Tamat SD /

Tamat SD SLTP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 23,78 55,68 20,54 100,00

22 Kab. Semarang

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 16,34 60,31 23,35 100,00

Provinsi Jawa Tengah

w
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Lampiran 14
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Maret 2023

Pendidikan

EIITEERLCE Tidak/Belum Tamat SD /

Tamat SD SLTP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 18,83 63,75 17,42 100,00

22 Kab. Semarang

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 16,96 62,38 20,66 100,00

Provinsi Jawa Tengah
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Lampiran 15
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Maret 2019

Angka Partisipasi

Angka Melek Huruf Sekolah

No Kabupaten/Kota

15-24 15-55
Tahun Tahun
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 100,00 99,60 100,00 100,00

22 Kab. Semarang 100,00 97,67 97,85 82,26

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 100,00 99,22 100,00 91,52

Provinsi Jawa Tengah

92
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Lampiran 16
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Maret 2020

Angka Partisipasi

Angka Melek Huruf Sekolah

No Kabupaten/Kota

15-24 15-55
Tahun Tahun
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 100,00 99,35 95,91 100,00

22 Kab. Semarang 100,00 100,00 100,00 100,00

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 100,00 98,93 94,24 100,00

Provinsi Jawa Tengah
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Lampiran 17
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Maret 2021

Angka Partisipasi

Angka Melek Huruf Sekolah

No Kabupaten/Kota

15-24 15-55
Tahun Tahun
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 100,00 98,96 96,30 100,00

22 Kab. Semarang 100,00 99,44 100,00 86,37

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 100,00 100,00 100,00 100,00

Provinsi Jawa Tengah

~
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Lampiran 18
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Maret 2022

Angka Partisipasi

Angka Melek Huruf Sekolah

No Kabupaten/Kota

15-24 15-55
Tahun Tahun
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 100,00 94,89 97,41 100,00

22 Kab. Semarang 100,00 97,25 96,19 92,87

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 100,00 100,00 100,00 79,13

Provinsi Jawa Tengah

4
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Lampiran 19
Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, Maret 2023

Angka Partisipasi

Angka Melek Huruf Sekolah

No Kabupaten/Kota

15-24 15-55
Tahun Tahun
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 100,00 100,00 100,00 100,00

22 Kab. Semarang 100,00 99,07 100,00 100,00

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 100,00 100,00 100,00 83,08

Provinsi Jawa Tengah

)
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Lampiran 20
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, Maret 2019

Lapangan Pekerjaan Utama
LIGE]S Bekerja Bekerja
Bekerja' di Sektor Bukan di Sektor
Pertanian Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

No Kabupaten/Kota

2 Kab. Banyumas 40,94 9,55

4 Kab. Banjarnegara 43,92 29,40

6 Kab. Purworejo 36,29 28,36

8 Kab. Magelang 31,34 35,18

10 Kab. Klaten 41,01 14,27

12 Kab. Wonogiri 34,31 40,59

14 Kab. Sragen 44,81 23,36

16 Kab. Blora 33,89 46,13

18 Kab. Pati 48,97 20,19

20 Kab. Jepara 38,64 10,39

22 Kab. Semarang 24,19 34,93

24 Kab. Kendal 39,01 31,72

26 Kab. Pekalongan 34,27 10,84

28 Kab. Tegal 58,17 14,39

30 Kota Magelang 45,83 7,91

32 Kota Salatiga 43,22 2,60

34 Kota Pekalongan 34,47 1,01 64,53 100,00

Provinsi Jawa Tengah 40,91 24,38

Catatan : 'Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

[9
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Lampiran 21
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, Maret 2020

Lapangan Pekerjaan Utama
LIGE]S Bekerja Bekerja
Bekerja' di Sektor Bukan di Sektor
Pertanian Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

No Kabupaten/Kota

2 Kab. Banyumas 48,53 16,92

4 Kab. Banjarnegara 40,55 27,50

6 Kab. Purworejo 43,46 27,83

8 Kab. Magelang 34,58 32,02

10 Kab. Klaten 35,35 9,96

12 Kab. Wonogiri 31,95 49,65

14 Kab. Sragen 35,31 24,21

16 Kab. Blora 42,54 31,54

18 Kab. Pati 47,54 33,95

20 Kab. Jepara 39,81 15,64

22 Kab. Semarang 38,78 21,41

24 Kab. Kendal 46,03 22,96

26 Kab. Pekalongan 34,40 21,77

28 Kab. Tegal 42,80 22,98

30 Kota Magelang 51,20 3,76

32 Kota Salatiga 36,35 9,01

34 Kota Pekalongan 45,28 3,59 51,13 100,00

Provinsi Jawa Tengah 40,83 23,44

Catatan : 'Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

ey
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Lampiran 22
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, Maret 2021

Lapangan Pekerjaan Utama
LIGE]S Bekerja Bekerja
Bekerja' di Sektor Bukan di Sektor
Pertanian Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

No Kabupaten/Kota

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara

22 Kab. Semarang

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang 0,00

32 Kota Salatiga 1,11

34 Kota Pekalongan 29,17 0,47 70,36 100,00

Provinsi Jawa Tengah

Catatan : 'Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja
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Lampiran 23
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, Maret 2022

Lapangan Pekerjaan Utama
LIGE]S Bekerja Bekerja
Bekerja' di Sektor Bukan di Sektor
Pertanian Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

No Kabupaten/Kota

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora 37,89 44,75 17,36 100,00

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara

22 Kab. Semarang

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang 1,72

32 Kota Salatiga 0,00

34 Kota Pekalongan 32,95 3,11 63,94 100,00

Provinsi Jawa Tengah

Catatan : 'Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja
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Lampiran 24
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, Maret 2023

Lapangan Pekerjaan Utama
LIGE]S Bekerja Bekerja
Bekerja' di Sektor Bukan di Sektor
Pertanian Pertanian
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

No Kabupaten/Kota

2 Kab. Banyumas 42,56 14,91

4 Kab. Banjarnegara 34,23 35,58

6 Kab. Purworejo 38,01 29,61

8 Kab. Magelang 35,82 35,49

10 Kab. Klaten 43,89 10,51

12 Kab. Wonogiri 26,28 48,67

14 Kab. Sragen 42,58 31,09

16 Kab. Blora 24,69 49,27

18 Kab. Pati 42,45 29,30

20 Kab. Jepara 42,41 14,14

22 Kab. Semarang 36,66 23,90

24 Kab. Kendal 43,18 32,28

26 Kab. Pekalongan 36,00 15,06

28 Kab. Tegal 46,89 16,74

30 Kota Magelang 58,27 3,02

32 Kota Salatiga 34,61 0,77

34 Kota Pekalongan 41,53 0,00 58,47 100,00

Provinsi Jawa Tengah 39,33 26,36

Catatan : 'Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

[
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Lampiran 25
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Formal/Informal, Maret 2019

Kegiatan Formal/Informal

Tidak

S Sektor Sektor
ekerja

Informal Formal

Kabupaten/Kota

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas 40,94 41,11

4 Kab. Banjarnegara 43,92 46,23

6 Kab. Purworejo 36,29 51,23

8 Kab. Magelang 31,34 53,32

10 Kab. Klaten 41,01 33,89

12 Kab. Wonogiri 34,31 53,41

14 Kab. Sragen 44,81 38,01

16 Kab. Blora 33,89 54,09

18 Kab. Pati 48,97 30,45

20 Kab. Jepara 38,64 26,63 34,73 100,00

22 Kab. Semarang 24,19 52,91

24 Kab. Kendal 39,01 40,03

26 Kab. Pekalongan 34,27 30,49

28 Kab. Tegal 58,17 26,40

30 Kota Magelang 45,83 27,71

32 Kota Salatiga 43,22 28,46

34 Kota Pekalongan 34,47 27,81 37,72 100,00

Provinsi Jawa Tengah 40,91 39,32

Catatan : 'Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

921
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Lampiran 26
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Formal/Informal, Maret 2020

Kegiatan Formal/Informal

Tidak

S Sektor Sektor
ekerja

Informal Formal

Kabupaten/Kota

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas 48,53 37,12

4 Kab. Banjarnegara 40,55 44,34

6 Kab. Purworejo 43,46 45,03

8 Kab. Magelang 34,58 46,91

10 Kab. Klaten 35,35 37,23 27,43 100,00

12 Kab. Wonogiri 31,95 57,02

14 Kab. Sragen 35,31 44,68

16 Kab. Blora 42,54 44,79

18 Kab. Pati 47,54 36,67 15,79 100,00

20 Kab. Jepara 39,81 31,42 28,77 100,00

22 Kab. Semarang 38,78 32,05

24 Kab. Kendal 46,03 33,15

26 Kab. Pekalongan 34,40 40,07

28 Kab. Tegal 42,80 26,77

30 Kota Magelang 51,20 24,84

32 Kota Salatiga 36,35 25,50

34 Kota Pekalongan 45,28 9,57 45,14 100,00

Provinsi Jawa Tengah 40,83 38,59

Catatan : 'Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja
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Lampiran 27
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Formal/Informal, Maret 2021

Kegiatan Formal/Informal

Tidak

S Sektor Sektor
ekerja

Informal Formal

Kabupaten/Kota

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 39,04 35,35 25,62 100,00

22 Kab. Semarang

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 29,17 18,50 52,33 100,00

Provinsi Jawa Tengah

Catatan : 'Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja
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Lampiran 28
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Formal/Informal, Maret 2022

Kegiatan Formal/Informal

Tidak

S Sektor Sektor
ekerja

Informal Formal

Kabupaten/Kota

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten 50,47 22,51 27,02 100,00

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora 37,89 55,11 7,00 100,00

18 Kab. Pati

20 Kab. Jepara 45,20 30,68 24,12 100,00

22 Kab. Semarang

24 Kab. Kendal

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 32,95 16,26 50,79 100,00

Provinsi Jawa Tengah

Catatan : 'Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja
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Lampiran 29
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas
Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Formal/Informal, Maret 2023

Kegiatan Formal/Informal

Tidak

S Sektor Sektor
ekerja

Informal Formal

Kabupaten/Kota

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Kab. Banyumas 42,56 37,80

4 Kab. Banjarnegara 34,23 48,21

6 Kab. Purworejo 38,01 48,29

8 Kab. Magelang 35,82 49,41

10 Kab. Klaten 43,89 29,78

12 Kab. Wonogiri 26,28 63,43

14 Kab. Sragen 42,58 36,12

16 Kab. Blora 24,69 60,50

18 Kab. Pati 42,45 34,27

20 Kab. Jepara 42,41 29,60

22 Kab. Semarang 36,66 38,59

24 Kab. Kendal 43,18 41,37

26 Kab. Pekalongan 36,00 37,48

28 Kab. Tegal 46,89 28,84

30 Kota Magelang 58,27 9,77

32 Kota Salatiga 34,61 18,88

34 Kota Pekalongan 41,53 18,83 39,64 100,00

Provinsi Jawa Tengah 39,33 41,67

Catatan : 'Termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

)
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Lampiran 30
Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Rumah Tangga Miskin untuk Komoditi Makanan
Menurut Kabupaten/Kota, Maret 2019—Maret 2023

Maret Maret Maret

Kabupaten/Kota
2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2 Kab. Banyumas 60,14 60,55 63,10 61,56 58,75

4 Kab. Banjarnegara 61,93 60,64 60,63 61,14 57,91

6 Kab. Purworejo 61,26 61,29 63,02 62,64 59,81

8 Kab. Magelang 60,50 62,23 60,89 58,61 58,97

10 Kab. Klaten 65,62 64,70 64,31 59,18 57,86

12 Kab. Wonogiri 60,39 61,25 57,30 60,41 62,21

14 Kab. Sragen 61,59 61,61 62,53 63,85 61,40

16 Kab. Blora 63,72 65,54 65,42 61,36 60,89

18 Kab. Pati 61,48 62,84 60,76 62,24 59,54

20 Kab. Jepara 65,83 60,93 61,62 61,75 58,50

22 Kab. Semarang 61,21 63,19 58,99 60,49 61,07

24 Kab. Kendal 62,80 63,82 61,13 61,20 58,46

26 Kab. Pekalongan 66,58 66,62 69,66 64,11 61,67

28 Kab. Tegal 66,73 63,81 63,30 64,83 63,84

30 Kota Magelang 59,16 60,69 63,17 62,01 53,65

32 Kota Salatiga 61,33 63,70 56,92 54,38 52,18

34 Kota Pekalongan 63,48 67,26 63,81 63,84 60,49

Provinsi Jawa Tengah 62,61 62,31 61,93
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Lampiran 31
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2019

Tidak Miskin dan
Miskin Tidak Miskin

Kabupaten/Kota Miskin

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten 85,64 95,58 94,57

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora 81,86 93,76 92,51

18 Kab. Pati 89,69 96,25 95,72

20 Kab. Jepara 82,78 95,35 94,56

22 Kab. Semarang 93,88 97,74 97,51

24 Kab. Kendal 80,85 93,81 92,63

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 75,48 93,13 92,28

Provinsi Jawa Tengah

[ty
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Lampiran 32
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2020

Tidak Miskin dan
Miskin Tidak Miskin

Kabupaten/Kota Miskin

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten 94,35 96,92 96,66

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora 92,50 97,07 96,58

18 Kab. Pati 89,45 96,96 96,29

20 Kab. Jepara 95,60 94,05 94,15

22 Kab. Semarang 92,11 98,17 97,76

24 Kab. Kendal 77,59 93,93 92,45

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 86,70 95,34 94,93

Provinsi Jawa Tengah
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Lampiran 33
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2021

Tidak Miskin dan
Miskin Tidak Miskin

Kabupaten/Kota Miskin

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten 97,04 97,82 97,74

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora 96,39 98,01 97,84

18 Kab. Pati 90,63 96,94 96,32

20 Kab. Jepara 93,64 96,64 96,43

22 Kab. Semarang 97,34 98,42 98,35

24 Kab. Kendal 89,79 94,20 93,80

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal 97,00 98,03 97,96

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 98,05 96,67 96,75

Provinsi Jawa Tengah

w
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Lampiran 34
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2022

Tidak Miskin dan
Miskin Tidak Miskin

Kabupaten/Kota Miskin

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten 98,57 98,44 98,45

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora 92,89 97,83 97,31

18 Kab. Pati 94,69 97,11 96,93

20 Kab. Jepara 92,23 96,98 96,67

22 Kab. Semarang 98,33 96,31 96,42

24 Kab. Kendal 86,73 95,83 95,06

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal 90,21 97,68 97,23

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 100,00 95,89 96,13

Provinsi Jawa Tengah
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Lampiran 35
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Maret 2023

Tidak Miskin dan
Miskin Tidak Miskin

Kabupaten/Kota Miskin

(1) (2) (3) (4) (5)

2 Kab. Banyumas

4 Kab. Banjarnegara

6 Kab. Purworejo

8 Kab. Magelang

10 Kab. Klaten 93,77 98,45 97,95

12 Kab. Wonogiri

14 Kab. Sragen

16 Kab. Blora 94,59 96,79 96,57

18 Kab. Pati 96,26 99,36 99,11

20 Kab. Jepara 91,97 97,87 97,54

22 Kab. Semarang 96,22 98,45 98,32

24 Kab. Kendal 88,85 96,31 95,74

26 Kab. Pekalongan

28 Kab. Tegal 97,87 98,08 98,07

30 Kota Magelang

32 Kota Salatiga

34 Kota Pekalongan 93,01 96,15 95,97

Provinsi Jawa Tengah
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